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BUPATI ACEH SINGKIL

LGP

OANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 11 TAHUN 2002

TENTANG
[ZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HQO)

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANATTU WATA'ALA
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a bathwie Remibies T2 Ganggaan merapakan salah satu Objek
Retnbust Pergaman Tertenty yang diberikan oleh Pemerintah
Dacrah kepada Usaha Orang Pribadi atau Badan Hukum yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendahan dan
pengawasan  atas  kegiatan  pemanfaatan  ruang, penggunaan
sumber dava alam, barang, prasarana, sarana atau fasiitas tertentu
puna mehindung Kepentmpan Hhinam din mengapac Kelestanan

L g kv

b. bahwa untuk mengatur pelayanan pelaksanaan pemberian bz
Undang-undang Gangguan (HQO) scbagaimana dimaksud pada
pasal 4 Pcraturan Pcmerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Dacrah, perlu ditetapkan Qanun tentang itu.

mEngal 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
' Provinsi Dacrah Istimcewa Aceh;

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Praktek
Pengclolaan Lingkungan Hidup, .-

(O §

Undang- undang, Nomor 14 Tahun 1999 u,ntang, Pcmbuntukan
Kabupaten Acch Singkil:

4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemernntahan
[ 3aesaly, |

Ul andbangs Tlomonr " Tahan 1999 tentany Penmbangan
Focuangan antata Pemetintah Pasat dan Daciah,

< Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 jo Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Pajak Dacrah dan
Retribuse: e

)
6 Peraturan Pemenntah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retnibust

I Daciah




(3)

(1)

(3).

Bupati vang ditanda tangam olch si Pemohon diatas meterai

secuhupnva dengan melampirkan ; :

a  Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (K'TP) vang dilegalisir
olch Pepabat vang berwenany: '

b.  Pas Photo Pemohon Ukuran 3x4 em scbanyak 2 (dua)
lecmbar;

f"';

Surat Kepemilikan Tanah Lokasi Usaha;
d.  Surat Tanda Lunas Pembavaran PBRB:

¢ o nm’ AKta Pendirtan Perusahaan bdj:,l ydng:, berbadan
hukum:

[, Surat Kceterangan tidak keberatan dart Penduduk sekitar
lokast usaha radius 50 mcter yang diket ahui/disahkan olch -
Kepala Kampong sctempat;

g, Rekomendasi Camat setempat;

h.  Rckomendasi Instansi terkait;

1. Membavyar biaya retribust atas Pemberian zin,
surat  Permohonan  Izin - yang  telah  dilengkapt  dengan

persvaratan tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, diteliti kebenaran
dan keabsahannya untuk dikabulkan atau ditolak.

Permohonan vang  ditolak,  berkas  Permohonan menjadi
dokumen dmas dan | tidak  dapat diambil kembali oleh si
Pemohon.

Permohonan vang dikabulkan, diproses scsuai dcnban kctentuan:
vang berlaku,

Pasal S

Bupati Kepala Dacrah mempersiapkan Pengumuman  kepada
khalayak ramai dengan menempelkan pada tempat dimana usaha
akan didirtkan atau di dekat lokast yang bersangkutan.

Sctiap orang berhak membaca dan mengetahur pengumuman
tersebut dalam ayat (1) Pasal 1m sclambat-lambatnya 1 (satu)
bulan (30 har) dapat mcngajukan keberatan terhadap rencana
pcmbcerian izin tersebut.

Bupati Kcpala Dacrah scgera menehiti keberatan-keberatan
dalam avat (2) Pasal int dengan mendengar keterangan dani
orang-orang yang berkepentingan scrta keberatan-keberatan
lainnya terhadap izin yang dimaksud.

Pasal 6

lzin Undang-undang Gangguan vang dimaksud dalam pasal 3
(Qanun ini berlaku bagi pemegang izin itu sendiri dan tidak dapat
dipindah tangankan kcpada Pihak lain tanpa mendapatl
persetujuan tertulis dan Bupati Kepala Dacrah.

Apabila pemegang 1zin menghentikan atau menutup kegratan
usahanva. maka dalam waktu 30 (tiga puluh) han scbelum



(1).

(1)

-muthumkan hewatannva lmrus n*:cmbt,nmhukan sccara lu‘iuhs

kepada Bupati Kepala Dacrah.

Pasal 7

Apabila pemegang Izin meningpal dunia, Hak Atas 17in tersebut

latuh kepada ahli warisnva atau kuasanva sampai habis masa

berlakunyva

Apabila  pemilik/penanggung  jawab  Perusahaan  berdomisili
diluar dacrah, wapib menunjuk penanggung jawab puus..xhann d
lempat kududukan perusahaan.
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Pasal 8

Jangka waktu berlaku 2n Undang-undang (mnbumn dllt..ldpl\dﬂ
selama 3 (lipa) tahun. -

Tiap Izin Undang-undang Gangguan scbagaimana dimaksud
dalam avat (1) Pasal i, dilakukan Pendaftaran Ulang sctiap
setabun sekalh, dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

Dattar ulang schagmmana dimaksud pada ayat (2) pasal i
harus diagukan sclambat-lambatnya dalam hmgzkl waktu | (satu)
bulan scbelum jatuh tempo.

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, scwaktu-wakiu
dapat dilakukan pemeriksaan kelapangan.

Pasal 9

lzin Undang- undang___, Gangguan dinyatakan tidak berlaku apabila ;-

d.

bh.

L.
d

Pemegang 1zin menghentikan puusahaannva

Pemegang izin mengubah/menambah jenis dan tempat uqahanya
tanpa mengajukan perubahan kepada Bupati chala Ddcrah
Tidak melakukan Pendaftaran Ulang; | -
Dihentikan usahanyva karena melangpar Peraturan I’Lrundang
undangan yang berlaku.

BAB 1V
PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

]

Untuh  sctiap pemberian 1z Undang-undang  Gangguan
ihenakan Retnbus



() Besarnva retnibust sebagammana dimaksud pada tt\u\t (1) Pasal IlH

(1)

«d

b

3

b

(3).

d.

by,

d

(1)

ditetapkan berdasarkygn perhitungan
[ uas Rucnse Uisaha x Indeks Tokase x Indeks Crangcuan x Tarif

Pasal 11

Penentuan besarnva tan !l sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
Pasal 10 OQanun i didasarkan pada luas ruan;: usaha yang!
thll.,l.lpkdn sehagai berikut 4

SA100M Rp SO0.- -
100 M keatas Rp. 300 -

Penctapan Indek pangpuin didasarkan pada hcxar lw.n,ulnv
vangguan dengan Klasifikase sebagatr benkut

Perusabaan denpan caneguan besar indeknya P Tee
Perusahaan dengan gangguan sedang incksnya = 3 -
Perusabaan dengan gangguan kecil indeknya i

Penctapan Indek lokasi didasarkan pada lt.lak/lokasl pcrusahaan
dengan Rasifikast sehagay huﬂ«ul

Jalan Negara dengan indeknya AN
lalan Provinsi dengan indeknva =
Jalan Kabupaten dengan indehnva o el
Talan Desa dengan indeknyva | “ 2

BAB V¥
KETENTUAN PIDANA

Yasal 13

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 6 ayat (1)

dan (2). Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2) dan (3) dan Pasal 10
ayat (1), diancam pidana kurungan sclama-lamanya 3 (tiga)
bulan atau denda setinggi-tingginva Rp.50. 000 (hma puluh
ribu rupiah),

Tindak  prdana vang  dimaksud  dalam Pasal i adalah
Pelangparan o

Apabila Tempat Usaha menmbulkan pU‘ll%l atau gangguan vang
mengakibathan  kerusakan lm;,l\unt,un dikenakan sanl-.sl
berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun  19%2 lummb
Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan 1hidup.



BAB VI
PENYIDIKAN

Pasal 14

(1). Penyidikan terhadap Pelanggaran Ketentuan-ketentuan dalam
Qanun 1t sclamn didakukan oleh Penvidik Umum/Polr juga
dapat  dilakukan oleh  Penyvidih Pegawin Neperi Sipil
dilingkungan Pemenintah Dacrah yang pengangkatannya sesum
dengan Pcralur'm Perundang-undangan yang berlaku, '

(2). Penvidik mcmpun\*.n wewenang

a. Mcenernma I;q-mr;m atau pengaduan dan sescorang tentang
~adanya Tindak Pidana; |

b Melakukan  tndakan pertama pada saal llu ditempat
kepadian dan melakukan pemenksaan; |

¢.  Menvuruh berhent sescorang IL‘TSIII’ngEl dan memenksa
tanda pengenal dan tersaneha,

d. Melakukan penyitaan benda atau surat:
¢.  Mengambil sidik jan dan memotret sescorang;

Memanggil orang untuk didengar dan dipenksa sebapan
tersangka atau saksi, |

T<

Mendatangkan  tenaga ahh vang  diperlukan  dalam
hubunpanva denpan pemernthsaan perka,

h.  Mengadakan penghentian penvidikan  setelah mendapat
petunjuk dan penvidik bahwa udak terdapat cukup buku
atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan
selanjutnya mclalur penyidik membernitahukan hal tersebut
kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya

BAB \Il
l\l lI NTUAN PERALIHAN DAN P NUTUP

Pasal 15
Semua Izin Undang-undang Gangguan vang tclah  dikeluarkan
sebelum  ditetapkan Qanun imi, pelaksanaannva  disesuakan
berdasarkan Qanun it

asal 16
Hal-hal lain vang belum diatur dalam Qanun ir sepanjang vang

menyangkut  Peraturan pelaksanaannva akan diatur lebth fanput
dengan keputusan Bupati Kepala Dacrah.

Pasal 17

I dDengean herdahunva ( anun IR HCE_?QI!;I ();nmn dan ku!cmllim-
ketentuan  lain yang mensater masalah  l2in Undang-undany

-
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Dalam Qanun 1 yang dimaksud dengan
#

[ <

., ]

Dengan Persetujuan

AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAN KABUPATEN ACEH SINGKIL,

MEMUTUSKAN

QANUN KABUPATEN ACEIL SINGKIL TENTANG 1ZIN
UNDANG:UNDARG GARGGUAN (1O

BADB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dacrah adalah Kabupaten Acch Singkil: +

Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Kabupaten Ac:'ch Singkil;
Bupat adalah Bupati Acch Sigkal; "

Tempat usaha adalah tempat-tempat mclakukan usaha yang
dijalankan  sccara teratur dalam suatu bidang  usaha  tertentu

dengan maksud mencan keuntungan
lzin Undang-undang Gangguan adalah [zin yang dibenkan bag;

tempat-tempat usaha berdasarkan pasal | ayat (1) Undang-undang

Gangguan Stbl. Tahun 1926 jo Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan
450,

TE e
OBJEK, SUBJEK DAN PERSYARATAN IZIN

Pasal 2

Objek 1zin Undang-undang Gangpuan adalah semua tempat usaha di
dacrah yang kegiatan usahanya berdasarkan pasal 1 ayat ( ) Undang-
undang Ganpggeoan Sthl Tahan 1926 30 Sthl Tahuan 19 Iﬂ Nomor |4

oy 450

I

P

Yang dijalankan dengan alat kerja kckuatan air dan demikian
pula dengan clcktromotor dan tempat usaha lainnya yang
mcmpergunakan uap air, gas atlau vap tekanan tinggi,

Yang dipergunakan untuk  membuat, mengerjakan  dan
menvimpan mesin dan bahan peledak lainnya termasuk pabrik
dan tempat penvimpanan petasan; "

Yang dipergunakan untuk membuat ramuan klmm (Crm: 1'~.ul\

juga pabrik Korek apr:

Yang dipergunakan untuh penvabingan kering dari lmhun hahan
tumbaoban, hewan din nwwcrmknn havsil«hisil T lllpt.l'tlll..h

chl |1dL|tWMi lwmumlL pmhr:k g;.riﬁ. |

Yang dipergunakan untuk memperoleh, mengerjakan  dan
menyvimpan benda-benda vang menguap:

Yang dipcrgunakan untuk mengerjakan lemak dan damar:



7 Penampungan kejamban, pabrik bir, pembakaran, perusahaan
pengermpan. pabrik tepung dan perusahaan roti serta pabnk
strup buah-buahan,

M Vang g i'!“llll.ll’ an o untol e nvipan by e nporpad

u.lmplh

i l cmpat [wmh.mlmn lempat penpgulitan, lunpal pununumn

tempat pengasapan, tempat pengeraman bahan-bahan asal dari
hewant begitu pula tempat penjemuran kulit:

10 Pabrik porselin dan tembikar, tempat pembuatan batu merah.

penteng, ubin, dan tegel, tempat pembuatan barang dari gas,
tempat pembakaran kapurpips dan tempat pembasahan kapur

i Lo |5 ARV TRRE ek bospsann el [ e onamn bt
pettukanpan s bhea ompat penimdahan logean temypat
pettukangan Kunmyan dan tempat pembuaatan ketel,

2 Tempat penggilingan tras. kaca dan minyak;
A Tempat pembuatan Kapal, tempat pembuatan barang dan batu

dan penggergajian, tempat pembuatan penggilingan dan kereta.
lempat pembuatan tong dan tempat pertukangan kavu;

4 Tempat persewaan kenderaan dan pcrusahaan susu:

IS, Tempat penembakan:
Lo Perpudanpan;
7. Pabrk Taproka.

I8 Pabrik untuk mengerjakan Karet, getah:

19 Perusahaan perbengkelan:

20, Perusahaan penambangan galian golongan C dan sumur bor;

Usaha peternakan/perikanan:
220 Cuer kenderaan (doorsmecr),

23 Warung dalam bangunan tetap seperti kedai ann. rumah makan,
restoran/bar;

24, Usaha bilvard/bola sodok:
25 Usaha foto copy tukang gambar, salon, wartel/kios phone;
26, Usaha tarlor/tukang jahit;

27. Dan usaha-usaha lainnya yang dapat menimbulkan bdhd\’d
Kerugian dan gangguan,

Pasal 3

Sctiap Orang atau Badan Hukum vang mendirikan atau memperluas
tcmpal-lcmpal' usaha di daerah yang kegiatan usahanya berdasarkan
pasal 2 Peraturan Dacrah ini. diwajibkan memiliki zin Undang-
undang Gang p{u.m (HHOY)y v Bapate melahn Chunat wetelah

nu'mlmmlkun ek onnendana dan Ina'pnln Ix.'unpmly S ERIHEYPHY

Pasal 4

varat Permohonan [2in dimaksudkan pada Pasal 3 Qanun ini
dicntukan denpan mengajukan Permohonan tertulis kepada



Pasal I8

Qanun m mular berlaku pada’ fanggal diundangkan. ‘Agar supaya
schap orang dapal - mengetahuinya, memerintahkan pengtndngin
Peraturan Dacrah s dengan penempatannya dalan 1 .embagan
Dacrah Kabupaten Aceh Singkil. '

Ditctapkan i Singkil
Pada Tanppal 27 M ¢ i 2002

BUPATT ACEL SINGKIL,
Cap/ Do

H. MAKMURSYAU PUTRA, SH

ingkan Dalam Lembaran Dacrah Iﬁ;ilh_;mzf{cn Acceh Singkil
i tanggal 1 Jali 2002 Seri ¢ Nomor & Tahun 2002
‘ LLATTACEN SINGKIIL




